PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIA U
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Wanita Raja Sahila Lantai 2, Jalan Sultan Mansyur Syah - Dompak
s TANJUNGPINANG
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 0@ /1K.3/DPMPTSP/1/2020

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN HIDAYATULLAH BATAM

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

Menimbang o ST bahwa untuk meningkatkan pemerataan dan
perluasan akses pendidikan, Yayasan Pondok
Pesantren Hidayatullah Batam mengajukan

permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah
Kejuruan melalui surat Nomor 220/A1/YPPH-BKR/IV-
2019 tanggal 25 April 2019;

b. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Kepulauan Riau Nomor
B/421.5/855.8/DISDIK/2019 tanggal 20 Desember
2019 perihal Rekomendasi Izin Operasional Pendirian
SMK Hidayatullah Batam,;

c: bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu
menetapkan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan
Sekolah Menengah Kejuruan Hidayatullah Batam;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢ perlu
menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;

Mengingat A Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4237);

o Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);



10.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar  Nasional  Pendidikan (Lembaran N(tgm':;
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)
sebagaimana  telah  diubah  dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5410);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan  Pendidikan  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157};

Keputusan Presiden Nomor 60/P Tahun 2016 tentang
Pengesahaan Pemberhentian Wakil Gubernur
Kepulauan Riau Masa Jabatan Tahun 2016-2021 dan
Pengesahan Pengangkatan Gubernur Kepulauan Riau
Sisa Masa Jabatan Tahun 2016-2021;

Keputusan Presiden Nomor 44 /P Tahun 2018 tentang
Pengesahan Pengangkatan Wakil Gubernur Kepulauan
Riau Sisa Masa Jabatan Tahun 2016-2021;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian,
Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar
dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 1146);

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2
Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun
2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Kepulauan Riau Nomor 50);

Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 51 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2017 Nomor 429) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 31
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Kepulauan Riau Nomor 51 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun
2018 Nomor 510);



Menetapkan
KESATU

MEMUTUSKAN :

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah
Menengah Kejuruan Hidayatullah Batam;

lzin Penyelenggara Satuan Pendidikan sebagaimana
dimaksud pada diktum KESATU diberikan dengan
ketentuan sebagai berikut :

1. Nama Yayasan : Yayasan  Hidayatullah
Batam.

2. Nama Ketua Yayasan : H. Jamaluddin Nur, M.M,
M.Pd

3. Nama Sekolah : SMK HIDAYATULLAH
BATAM

4. Alamat Sekolah : Jl. Brigijen Katamso RT.

03 RW. 03 Kel. Tanjung
Uncang, Kec. Batu Aji,
Kota Batam Prov.

Kepulauan Riau.

5. Bidang  Keahlian : a. Kuliner, Kompetensi
Pariwisata, Program Keahlian : Tata Boga
Kot b. Tata Busana Kulmer,

(i Kompetensi Keahlian :
Tata Busana

Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud ‘pada

diktum KEDUA dalam hal melaksanakan proses be]ajarf

mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti
petunjuk dan ketentuan yang berlaku.

Satuan Rend1dgkan sebagannana

—




INEDIN




